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Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Pondok Pesantren
(Sanitren) sebagai Program Unggulan Bupati Tangerang Tahun 2019-2024” yang
dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sarana sanitasi di pondok pesantren salafi dan
pengembangan salafi di Kabupaten Tangerang sehingga berdampak pada kesehatan
santri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan program
Sanitren, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan
rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi
kasus, menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data
dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi
dokumentasi dengan informan utama dari pejabat pemerintah daerah, fasilitator
program, serta pimpinan pesantren penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun tujuan program telah jelas, implementasi masih menghadapi kendala
berupa fluktuasi capaian tahunan, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta
koordinasi antar organisasi yang belum optimal. Faktor pendukung meliputi komitmen
pemerintah daerah, dukungan regulasi, dan partisipasi pesantren, sedangkan faktor
penghambat meliputi keterlambatan anggaran, keterbatasan tenaga teknis, serta
resistensi sosial budaya. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan komunikasi antar
pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan
strategi partisipatif berbasis budaya pesantren agar program dapat berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sanitasi, Pesantren, Sanitren, Kabupaten
Tangerang.

Abstract

This research is titled "Implementation of the Islamic Boarding School Sanitation (Sanitren)
Program Policy as a Flagship Program of the Regent of Tangerang (2019-2024)." It is motivated
by the limited sanitation facilities in *Salafi* Islamic boarding schools (*pesantren™) in Tangerang
Regency, which impacts the health of the students (*santri*). The study aims to analyze the
implementation of the Sanitren program policy, identify supporting and inhibiting factors, and
formulate policy recommendations to enhance the program's effectiveness and sustainability. A
descriptive qualitative method with a case study approach was employed, utilizing the Van Meter
and Van Horn policy implementation model. Data were collected through semi-structured
interviews, field observations, and document analysis, involving key informants such as local
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government officials, program facilitators, and the leadership of beneficiary *pesantren™. The results
indicate that while the program's objectives are clear, implementation faces challenges — including
fluctuating annual achievements, limited human and financial resources, and suboptimal inter-
organizational coordination. Supporting factors include local government commitment, requlatory
support, and *pesantren® participation, whereas inhibiting factors include budget delays, a shortage
of technical personnel, and socio-cultural resistance. Recommendations include strengthening
stakeholder communication, enhancing human resource capacity, and implementing participatory
strategies grounded in *pesantren™ culture to ensure program sustainability.

Keywords: Policy Implementation, Sanitation, Islamic Boarding School (Pesantren), Sanitren,
Tangerang Regency.

A. Pendahuluan

Pembangunan sektor kesehatan dan lingkungan merupakan salah satu pilar utama
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk di lingkungan pondok
pesantren . Sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menampung ribuan santri,
pondok pesantren memiliki kebutuhan besar terhadap infrastruktur dasar, khususnya
sarana sanitasi yang layak, higienis, dan ramah lingkungan (Bappenas, 2020). Di
Kabupaten Tangerang, ratusan pondok pesantren salafi dan salafi pengembangan masih
menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal sanitasi, mulai dari ketiadaan jamban sehat,
sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai, hingga minimnya kesadaran akan
pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Ketimpangan akses terhadap sanitasi yang layak di lingkungan pondok pesantren
tidak hanya menjadi persoalan teknis infrastruktur, tetapi juga mencerminkan adanya
kesenjangan dalam kebijakan pembangunan yang inklusif. Sebagian besar pondok
pesantren salafi dan pengembangan salafi berdiri secara mandiri tanpa sokongan
pendanaan besar dari pemerintah, sehingga kerap luput dari program-program
peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas pengelolaan
internal pesantren, baik dari aspek manajemen maupun sumber daya manusia, turut
memperbesar tantangan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana sanitasi secara
berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang tidak hanya
bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan partisipatif dan kultural
yang sesuai dengan karakteristik komunitas pesantren.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan
Program Sanitasi Pondok Pesantren (Sanitren) sebagai salah satu inovasi daerah yang
strategis. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan
pesantren melalui pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berkelanjutan.
Komitmen terhadap program ini tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD
2019-2023, serta diperkuat melalui Peraturan Bupati Tangerang No. 49 Tahun 2020 dan
Perbup No. 30 Tahun 2022 yang menegaskan Sanitren sebagai program prioritas daerah
(Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2020, 2022a). Namun, implementasi kebijakan
program Sanitren dari tahun ke tahun menunjukkan ketidakkonsistenan capaian, baik
dari sisi jumlah pesantren sasaran maupun keberlanjutan program. Target awal
mencakup pembangunan sanitasi di 600 pondok pesantren hingga tahun 2023, namun

34



realisasi faktual mengalami fluktuasi (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022a). Data
dari Peraturan Bupati Tangerang menunjukkan bahwa pada tahun 2019, realisasi bantuan
sanitasi mencapai 150 pondok pesantren, sementara pada tahun 2020 tidak ada realisasi
sama sekali, lalu dilanjutkan dengan 150 pesantren di tahun 2021. Kemudian di tahun
2022 sebanyak 205 pesantren dan 2023 sebanyak 148 pesantren dan hingga akhir tahun
2024 adalah 792 pesantren, fluktuasi dalam capaian tahunan ini menjadi indikator penting
untuk diteliti, khususnya terkait faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
implementasi di lapangan (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022a). Ketimpangan
capaian ini membuka ruang untuk menganalisis sejauh mana perencanaan, pelaksanaan,
koordinasi antar-OPD, serta partisipasi pondok pesantren terlibat secara optimal dalam
implementasi kebijakan ini sebagai penerima manfaat.

David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan sebagai “the authoritative allocation
of values for the society”, yang berarti bahwa kebijakan adalah bentuk distribusi nilai-
nilai yang dilakukan oleh otoritas yang sah, termasuk di dalamnya pemerintah,
perusahaan, atau institusi lainnya. Dengan demikian, kebijakan menjadi alat penting
dalam mengatur tindakan kolektif dan mencapai konsensus sosial (Easton, 1965).
Kebijakan juga mencerminkan pilihan strategis dalam menghadapi berbagai alternatif
solusi. William N. Dunn (2003) menegaskan bahwa kebijakan merupakan seperangkat
pilihan tindakan yang saling berkaitan, dibuat oleh aktor atau sekelompok aktor dalam
upaya menyelesaikan masalah publik. Pendekatan ini menekankan rasionalitas dan
proses berpikir sistematis dalam perumusan kebijakan (Dunn, 2003). Dalam konteks
pemerintahan, kebijakan mengarah pada kebijakan publik, yaitu kebijakan yang dibuat
oleh dan untuk kepentingan masyarakat luas. Dye (1978) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do”, menekankan bahwa
tidak hanya tindakan, tetapi juga yang tidak dilakukan pemerintah memiliki konsekuensi
kebijakan (Dye, 1978). Dalam penelitian ini, kebijakan yang dibahas merujuk secara
khusus pada kebijakan publik, yakni kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah
dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Pemahaman ini menjadi
dasar dalam menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta sejauh
mana faktor-faktor lokal mempengaruhi keberhasilannya.

Implementasi tidak hanya sekadar pelaksanaan teknis, tetapi juga menyangkut
interpretasi kebijakan, penyesuaian terhadap kondisi lapangan, dan pengorganisasian
sumber daya untuk mencapai hasil yang diharapkan (Subarsono, 2011). Dengan
demikian, implementasi menjadi proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan
yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
keberhasilannya. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan
publik yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah
dirumuskan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975). Implementasi kebijakan adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok administratif dan politik
yang diarahkan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan
kebijakan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, di
antaranya: a). Komunikasi Kebijakan: Informasi yang tidak disampaikan secara jelas
kepada pelaksana akan menimbulkan kesalahan interpretasi yang berdampak pada hasil
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implementasi (Edward III, 1980); b). Sumber Daya: Implementasi memerlukan dukungan
sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, SDM, maupun sarana-
prasarana. Tanpa hal ini, pelaksanaan di lapangan akan menemui banyak hambatan
(Grindle, 1980); c). Sikap dan Komitmen Pelaksana: Jika pelaksana tidak memiliki
komitmen terhadap tujuan kebijakan, maka pelaksanaan tidak akan berjalan optimal (Van
Meter & Van Horn, 1975a); d). Kondisi Sosial dan Politik: Faktor eksternal seperti
dukungan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kestabilan politik juga berperan besar
dalam menunjang atau menghambat proses implementasi.

Program Sanitren (Sanitasi Berbasis Pesantren) merupakan salah satu program
unggulan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup santri melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak di
lingkungan pondok pesantren. Sasaran program ini adalah pondok pesantren di wilayah
Kabupaten Tangerang yang memiliki keterbatasan sarana sanitasi, terutama dalam hal
toilet, pengelolaan limbah, dan ketersediaan air bersih. Program ini sejalan dengan visi
pembangunan daerah dalam menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan religius,
serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
(United Nations, 2015). Implementasi Kebijakan Program Sanitren didukung oleh
berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain: a). Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang
kesehatan dan sanitasi (Sekretariat Negara, 2014); b). Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
3 Tahun 2014 tentang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), yang menjadi kerangka
strategis nasional dalam pembangunan sanitasi (Kemenkes RI, 2022); c). RPJMD
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, yang secara eksplisit mencantumkan Program
Sanitren sebagai program unggulan Bupati Tangerang dalam upaya meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2019). Dengan adanya
regulasi tersebut, program Sanitren mendapatkan legitimasi formal dan menjadi bagian
dari prioritas pembangunan daerah berbasis pendekatan partisipatif, inklusif, dan
berkelanjutan.

Program Sanitren juga merepresentasikan pendekatan inovatif dalam kebijakan
publik daerah yang melibatkan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat,
khususnya komunitas pesantren (Winarno, 2014). Namun demikian, pesantren salafi dan
pengembangan salafi yang dikenal memiliki sistem manajemen yang lebih independen
dan cenderung tertutup terhadap intervensi dari luar, menjadi tantangan tersendiri dalam
implementasi kebijakan program ini. Di sisi lain, permasalahan sanitasi yang belum
tertangani secara optimal berdampak langsung pada kesehatan lingkungan dan potensi
munculnya penyakit berbasis air seperti diare, infeksi saluran pernapasan, serta penyakit
kulit (UNICEEF, 2021). Oleh karena itu, program seperti Sanitren menjadi sangat penting
untuk memastikan hak atas lingkungan sehat dapat diakses oleh seluruh warga
pesantren. Dengan mempertimbangkan urgensi sanitasi yang layak bagi pesantren dan
peran strategis program Sanitren dalam pembangunan daerah, maka penelitian ini
penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan

36



program Sanitren secara menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung

maupun penghambat di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, khususnya dalam konteks pondok

pesantren salafi dan pengembangan salafi di Kabupaten Tangerang,.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan program Sanitasi Pondok Pesantren sebagai Program Unggulan
Bupati Tangerang tahun 2019 - 2024?

2. Bagaimana implementasi program Sanitasi Pondok Pesantren menurut Model
Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn?

3. Apasaja penghambat dan pendorong pelaksanaan program sanitasi pondok pesantren
(SANITREN)?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh
pemahaman mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Pondok
Pesantren (SANITREN) sebagai Program Unggulan Bupati Tangerang 2019 - 2024.
Dengan informan yang diwawancari sebanyak 5 orang informan. Lokasi penelitian yang
dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selama 7 (tujuh) bulan,
dari bulan Februari sd Agustus 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Kebijakan Program Sanitasi Pondok Pesantren sebagai Program Unggulan
Bupati Tangerang Tahun 2019-2024
Program Sanitasi Pondok Pesantren (SANITREN) ditetapkan sebagai salah satu
program unggulan Bupati Tangerang pada periode 2019-2024. Program ini
berorientasi pada peningkatan sarana sanitasi di pondok pesantren melalui
pembangunan, perbaikan, dan fasilitasi sarana dasar kesehatan lingkungan. Dalam
rangka mengevaluasi kebijakan ini, wawancara telah dilakukan dengan berbagai
informan yang mewakili unsur teknis pemerintah daerah, lembaga perencana
pembangunan, fasilitator lapangan, serta pimpinan pondok pesantren sebagai
penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Agus Supriyadi dari
Bappeda Kabupaten Tangerang menegaskan penggunaan sumber daya harus
disesuaikan dengan skala prioritas, sehingga efisiensi program sangat bergantung
pada strategi alokasi. Terbatasnya dana mengharuskan pemerintah daerah
menetapkan pilihan yang mungkin belum menjawab seluruh kebutuhan pesantren.
Kecukupan merujuk pada sejauh mana kebijakan SANITREN mampu menjawab
persoalan sanitasi pesantren secara memadai. Dari hasil wawancara, ditemukan
bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan kecukupan program sering kali belum
memenuhi kebutuhan riil. Seperti dijelaskan Muh. Sutoni, pemerintah daerah harus
melakukan seleksi prioritas, yang berdampak pada terbatasnya fasilitas yang
dibangun.
Pimpinan pesantren juga mengonfirmasi adanya gap antara standar program dan
kebutuhan sebenarnya. Kyai Kandi menegaskan bahwa kuota fasilitas yang
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disediakan tidak sebanding dengan jumlah santri yang ada, sehingga pesantren harus
mencari dana tambahan. Hal yang sama ditekankan oleh Kyai Mumuh, yang
menyebutkan kebutuhan septic tank berkapasitas besar tidak dapat dipenuhi oleh
standar program.

Efektivitas Program Sanitasi Pondok Pesantren (SANITREN) cukup tinggi dari sisi
pelaksanaan, terutama karena adanya dukungan politik Bupati Tangerang sebagai
penggagas program unggulan. Informan dari Bappeda menegaskan bahwa legitimasi
politik Bupati menjadi pendorong utama realisasi program. Hal ini selaras dengan
pendapat Subarsono (2011), bahwa legitimasi politik dan dukungan pemimpin daerah
merupakan  faktor  krusial ~dalam  efektivitas implementasi kebijakan
publik.(Subarsono, 2011)

Dukungan politik tersebut juga dituangkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah melalui RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, yang
menempatkan peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan pesantren sebagai bagian
dari agenda prioritas. Selain itu, pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang
kuat melalui Peraturan Bupati Tangerang No. 49 Tahun 2020 tentang pelaksanaan
program unggulan serta Perbup No. 30 Tahun 2022 yang memperkuat pengaturan
teknisnya. Hal ini menunjukkan bahwa SANITREN tidak hanya berlandaskan
komitmen politik, tetapi juga tertanam dalam arah kebijakan resmi
daerah.(Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2020, 2022b, 2022a)

. Implementasi Program Sanitasi Pondok Pesantren Menurut Model Implementasi
Kebijakan Van Meter& Van Horn

Analisis implementasi Program SANITREN menggunakan model Van Meter dan Van
Horn (1975) yang menekankan enam dimensi utama. Model ini memandang
implementasi sebagai proses di mana kebijakan diubah menjadi aksi, dipengaruhi oleh
interaksi variabel-variabel tersebut.(Van Meter & Van Horn, 1975b). Berdasarkan
wawancara dengan Tim Teknis, program SANITREN dipahami sebagai program yang
bertujuan meningkatkan sarana sanitasi di pesantren. Muh. Sutoni, yang menjabat di
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang,
menyampaikan bahwa secara umum tujuan program telah dipahami oleh Tim Teknis
dan fasilitator, meskipun terdapat perbedaan dalam menafsirkan detail teknis
pelaksanaannya dalam meningkatkan sarana sanitasi di pesantren. Tim Teknis dan
fasilitator umumnya paham, tapi kadang ada perbedaan dalam menafsirkan detail
teknisnya. Hal serupa disampaikan oleh Agus Supriyadi dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Ia menekankan bahwa tujuan utama
program dipahami dengan baik, meskipun interpretasi di lapangan dapat berbeda-
beda tergantung pengalaman masing-masing fasilitator. Pimpinan Pondok Pesantren
Al Buntet, menjelaskan bahwa kebutuhan fisik pesantren, seperti fasilitas MCK,
kadang tidak sepenuhnya tercakup oleh kuota atau ukuran standar yang ditetapkan
program. Hal ini menyebabkan pesantren harus menambah dana sendiri untuk
memenuhi kebutuhan jumlah fasilitas yang memadai bagi santri. Motivasi pelaksana
Program SANITREN yang berbasis manfaat sosial dan tanggung jawab moral
memperkuat kemauan untuk melaksanakan program.
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3. Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Program Sanitasi Pondok Pesantren
(SANITREN)
Faktor penghambat dan pendorong didasarkan pada kesenjangan antara fakta
implementasi di lapangan dan dimensi model Van Meter dan Van Horn ini
mengungkap dinamika yang memengaruhi keberhasilan program. Masalah anggaran
menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan SANITREN.
Jumlah fasilitator yang terbatas menjadi kendala tersendiri, khususnya ketika wilayah
cakupan cukup luas. Hal serupa ditegaskan oleh Agus Supriyadi dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Perbedaan antara
kebutuhan nyata di pesantren dengan standar yang telah ditetapkan program menjadi
tantangan yang berulang. Dari berbagai wawancara yang dilakukan, dapat dilihat
bahwa pelaksanaan SANITREN berada di persimpangan antara dorongan kuat dari
pimpinan pesantren, santri, dan masyarakat, dengan hambatan yang bersifat
struktural maupun teknis. Faktor pendorong terutama muncul dari rasa tanggung
jawab moral, dukungan komunitas, serta kepemimpinan lokal yang aktif. Sementara
itu, faktor penghambat terkait erat dengan keterbatasan sumber daya, baik anggaran
maupun personel, serta rigiditas standar program yang kadang tidak sesuai dengan
kebutuhan nyata

D. Kesimpulan

Apabila dianalisis melalui ukuran kebijakan publik (efektivitas, efisiensi, kecukupan,
pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), maka dapat disimpulkan: a). Efektivitas:
Program terlaksana dengan dukungan politik yang kuat, namun efektivitas di lapangan
belum optimal karena standar yang seragam tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan
beragam pesantren. b). Efisiensi: Anggaran yang terbatas memaksa pemerintah membuat
prioritas. Efisiensi relatif tercapai, tetapi dengan konsekuensi adanya kebutuhan
pesantren yang tidak terpenuhi. c). Kecukupan: Fasilitas yang dibangun sering kali tidak
memadai, terutama untuk pesantren besar dengan jumlah santri tinggi. d). Pemerataan:
Distribusi program berusaha adil, tetapi keterbatasan anggaran membuat sebagian
pesantren tidak menerima fasilitas sesuai kebutuhan. e). Responsivitas: Program kurang
responsif terhadap kebutuhan spesifik pesantren, meskipun fasilitator berupaya mencari
solusi alternatif. f). Ketepatan: Standar kebijakan kurang tepat untuk menjawab
keragaman kebutuhan lapangan, sehingga terdapat gap antara kebijakan dengan realitas.
implementasi kebijakan Program Sanitren dipengaruhi oleh faktor-faktor tujuan
kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, serta
lingkungan sosial, budaya, dan politik dapat diterima. Seluruh dimensi tersebut terbukti
memengaruhi keberhasilan maupun hambatan program. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa Program Sanitren merupakan inovasi kebijakan daerah yang
memiliki dampak positif bagi peningkatan sanitasi pesantren, tetapi efektivitasnya masih
terbatas oleh faktor sumber daya, kesesuaian standar kebijakan dengan kebutuhan riil,
serta minimnya mekanisme komunikasi partisipatif.
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